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MOTTO

“Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih dan orang
vang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama”
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RINGKASAN

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimana
syarat dan mekanisme pengeloaan pajak E-commerce yang bahwasanya
tidak ada pungutan baru dalam pungutan pajak e-commerce tersebut. sama
halnya dengan pelaku pajak konvensional. Yang membedakan hanyalah
tata cara transaksinya saja yang menggunakan internet atau media
elektronik menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
210/PMK.010/2018. Transaksi e-commerce ini diperuntukkan bagi
masyarakat yang menggunakan jasa internet dalam melakukan kegiatan
usaha. Dalam e-commerce tersebut terdapat 4 (empat) model bisnis yang
masing-masing memiliki aspek perpajakannya sendiri, yang di kenakan
pungutan Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai
(PPN).

Tujuan dari dipungutnya pajak e-commerce adalah dikarenakan
semakin berkembangnya teknologi internet, tak sedikit mayarakat yang
menfaatkan internet sebagai kegiatan usaha dalam perusahaan ataupun
pribadi/individu. Agar menciptakan wajib pajak yang adil maka Direktorat
Jendral Pajak (DJP) mengenakan pungutan pajak bagi pengguna bisnis e-
commerce tersebut. dan diharapkan dengan adanya pajak e-commerce
yang memudahkan masyarakat dan masyarakat sadar akan pentingnya
membayar pajak. Di dalam perkembangan teknologi yang semakin bebas
dan luas, tak jarang orang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan
pribadi. Oleh sebab itu perlindungan hukum bagi konsumen atau dalam hal
ini adalah bagi para wajib pajak adalah perlu.

Tujuan dari penelitian skripsi ini yang hendak dicapai adalah
mengetahui dan memahami bagaimana syarat dan sistem pengelolaan
pajak e-commerce serta tujuan kedua adalah untuk mengetahui dan
memahami bagaimana perlindunga hukum bagi pengguna pajak e-

commerce.
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Tipe penilitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis
Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual
(Conseptual Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah

sumber bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Kesimpulan pertama adalah Syarat pajak e-commerce yang paling
utama adalah harus memiliki yaitu Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) dan
jika penghasilan pelaku usaha atau penyedia Platform Maketplace sudah
mencapai omset yang memenuhi PP No 23 tahun 2008 atau pemenuhan
kewajiban PPh Pasal 25 dan pasal 29 UU PPh atau pemotongan dan
pemungutan PPh, maka wajib di kukuhkan sebagai Perusahaan Kena Pajak
(PKP). Apabila penyedia jasa atau pedagang adalah PKP maka wajib
memungut, menyetor dan melaprkan PPN yang terutang dan/atau PPnBM.
Platform marketplace juga harus melaksanakan kewajiban pajak
penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh.
Sedangakan bagi pedagang yang belum atau tidak meiliki NPWP wajib
melakukan pendaftaran kepada Platfrom Marketplace dan menunjukkan
Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kesimpulan kedua yaitu dalam Pajak e-commerce menggunakan media
internet untuk bertransaksi. Banyak toko-toko atau perusahaan yang
menggunakan media internet sebagai wadah untuk berwirausaha maka,
hak-hak konsumen harus dipenuhi. Yang mana hak utama yang wajib
pajak e-commerce dapatkan adalah keamanan dan kerahasian dalam hal
informasi data dan identitas wajib pajak. Adapun Undang-Undang yang
menjadi solusi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau
pengguna media elektronik yaitu Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun dalam
Undang-Undang ITE tersebut tidak di jelaskan secara spesifik aturan
mengenai e-commerce setidaknya terdapat aturan yang mengatur
mengenai transaksi elektronik yang dapat membantu konsumen pajak e-

commerce dalam memecahkan permasalahan e-commerce.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perpajakan di Indonesia diataur dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 (Pasal 23A) yang berbunyi; “Pajak dan pungutan lain
yang bersifat memaksa dalam keperluan negara diatur dengan undang-

»2. Namun sekarang sudah ada aturan sendiri yang mengatur lebih rinci

undang

tentang perpajakan yaitu UU No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan

keempat Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan.

Selain dasar hukum yang utama di atas, masih ada dasar-dasar hukum
lainnya yang mengatur tentang perpajakan di indonesia diantaranya yaitu®:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur
dalam UU No. 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh UU No. 16 Tahun 2009.

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU no. 7
Tahun 1983 dan diperbarui oleh UU No. 17 Tahun 2008.

3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan yang
diatur oleh UU No. 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi UU No. 18 Tahun
2009.

4. Undang-Undang penagihan dan suarat paksa yang diatur dalam UU No. 19
Tahun 1997 dan diganti menjadi UU No. 19 Tahun 2000.

5. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14 Tahun

2002.

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia 1945.
® Surtan Siahaan, “Perpajakan di Indonesia: Sejarah, Sistem dan Dasar HukumnYa .
(https:/www.online-pajak.com/perpajakan-di-indonesia-sejarah-sistem-dan-dasar-hukumna)
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Pajak sendiri menurut UU No 28 Tahun 2007 Pasal 1 yang berbunyi; “pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ™. Pajak merupakan iuran dari rakyat
yang dipungut pemerintah kemudian digunakan sebagai kas negara dan sifatnya
memaksa, namun imbalannya tidak dapat dirasakan secara langsung. Biasanya
imbalan yang dapat dilihat secara nyata oleh masyarakat yaitu berupa fasilitas
publik yang sering di digunakan masyarak, misalnya; transportasi umum, jalan
raya, dll. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara dari beberap
sektor diantaranya PPN, PPh, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor,

Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai.
Unsur-unsur pajak menurut Rahmat Soemitro yaitu sebagai berikut®:

Pertama, adanya undang-undang yang mendasari; karena pajak dalam
pemungutannya haruse berdasarkan Undang-undang tidak bisa menggunakan

peraturan undang-undang yang lebih rendah dalam tata urutannya.

Kedua, adanya penguasa pemungut pajak; dalam pemungutannya pajak
harus dari pemerintahan yang melakukan pemungutan, dan tidak dilakukan

oleh partikelir (swasta).

Ketiga, adanya subjek pajak; intinya adalah harus ada subjek pajak yang
berupa orang pribadi atau badan yang dibebani kewajiban untuk membayar

pajak.

Keempat, adanya objek pajak; harus ada sasaran apa yang dibebankan

pajak, yang bisa berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa.

* Undang-Undang No.28 tahun 2007 Perubahan Ketiga Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
> Suparyono, “Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas”, Pustaka Magister: Semarang, 2012, him.33.
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Kelima, adanya masyarakat atau kepentingan umum; hasil dari
pemungutan pajak tersebut harus digunakan untuk kepentingan rakyat atau

kembali ke rakyat.

Keenam, adanya surat ketetapan pajak; bersifat falkutatif, dalam artian tidak
semua pajak namun ada jenis pajak tertentu yang kadang tidak menggunakan

atau memerlukan surat ketetapan pajak.

Subjek pajak sendiri pengertiannya hanya dapat ditemukan dalam beberapa
Undang-Undang pajak yang tergolong dari Hukum Pajak Materiil contohnya
dalam UU PPh, UU PPN. Namun jika dilihat dalam UU No 28 Tahun 2007
hanya menjelaskan tentang Wajib Pajak yaitu ; orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk
melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau
pemotongan pajak tertentu. Sedangkan objek pajak sendiri pengertiannya dapat
ditemukan dalam UU PPh pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah
penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam negeri (Indonesia) maupun

luar negeri®.

Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesi sendiri sudah berkembang
sangat pesat khususnya internet yang mampu menguasai berbagai aspek
kehidupan manusia. Salah satu contohnya dalam segi aspek ekonomi yang
memudahkan cara bertransaksi secara elektonik yang sering disebut dengan
perdagagan elektronik atau E-Commerce. E-commerce sendiri merupakan saran
atau alat untuk berbisnis dengan menggunakan jaringan komputer. Awal dari
penggunaan e-commerce sendiri sudah dikenal mulai 20 tahun yang lalu, sejak
akhir tahun 70-an dan awal tahun 80-an. Yang mana pada saat itu pertama kali
yang meggunakan adalah para pebisnis besar, pengusaha besar atau perusahaan

besar. Secara garis besarnya pengertian e-commerce sendiri ialah suatu bentuk

® Suparyono, Op.cit,. him 39
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transaksi perdangan barang ataupun jasa yang menggunakan media elektronik

internet.

E-commerce berkembang tidak hanya di Indonesia namun seluruh dunia.
Karena perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri  sangat
mempengaruhi kesejahteraan rakyat maka pemerintah membuat aturan
mengenai perdagangan elektronik yang termuat dalam UU Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66, hal
tersebut disampaikan oleh Direktur Bina Usaha Kementrian Perdagangan, Ir.
Fetnayeti MM.  Pengaturan e-commerce memberikan  kepastian dan
pemahaman mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta
memberikan perlindungan dan kepastian pada pedagang atau yang
menyelenggarakan PMSE tersebut hingga konsumen yang melakukan kegiatan
dagang atau transaksi melalui sistem elektronik. Dalam UU perdagangan setiap
pelaku usaha yang ingin menjual atau memperdagangkan barang atau jasa yang
hendak mereka jual kepada konsumen harus menyertakan data atau informasi
dan penggunaan mengenai barang dan jasa yang mereka hendak jualkan melalui
sistem elektronik tersebut dan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang

yang mengaturnya’.

E-commerce merupakan suatu transaksi yang tidak mengenal batas wilayah
negara. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE/62/PJ/2013
tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce®. DJP
menetapkan 4 (empat) model transaksi e-commerce yaitu; Online Marketplace,
Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail. Tujuan dari penarikan wajib
pajak atas transaksi e- commerce sendiri yaitu untuk menerapkan keadilan bagi
wajib pajak, baik konvensional maupun e-commerce. Kewajiban pajak pelaku e-
commerce dan konvensioanl tidak berbeda. Kepala Bidang Kebijakan Fiskal

(BKF) Kementrian Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa dalam

" (www.pajak.go.id/content/e-commerce-di-indonesia-sudah-diatur-dalam-uu-perdagangan) 17
Oktober 2014

® Rani, Rezita, “ Pajak E-Commerce: PPN atas Transaksi Online Marketplace”. (www.online-
pajak.com/pajak-e-commerce).
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pengenaan pajak E-commerce tersebut berkaitan dengan tata cara, bukan
pengenaan jenis baru®. Berdasarkan uraian tersebut diatas, menarik untuk dikaji
dan diteliti lebih lanjut dalam penulisan sekripsi tentang Perlindungan Hukum

Pajak E-Commerce Dalam Pemenuhan Hak-Hak Konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Syarat dan Mekanisme Pengelolaan Pajak E-Commerce ?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pajak E-Commerce terhadap Hak
Konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Agar masyarakat dan pembaca khususnya dapat dengan mudah mengetahui
bagaimana syarat dan mekanisme pengelolaan Pajak E-Commerce di
Indonesia.

2. Agar masyarakat juga mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Pajak E-
Commerce terhadap Hak Konsumen

1.4 Metode Penelitian

Dalam menulis suatu penelitian ilmiah tentunya harus menggunakan
suatu metode metode, karena ciri khas dari ilmu adalah dengan metode. Fungsi
dari metode ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika meurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia metode adalah cara kerja yang sistemnya untuk
memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang
ditentukan. Sedangkan menurut Nasir(1988;51), metode adalah cara yang
digunakan untuk memahami sebuah objek sebagai bahan ilmu yang
bersangkutan. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu
rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan,
artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang
diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk

menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.Oleh karena itu,

% Ririn Puspita Sari, “Kebijakan Perpajakan atas Transaksi E-commerce”, Jurnal AKUNTABEL
15 (1), 2018. HIm. 68.
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metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh
ilmu tertentu'®. Penulisan karya tulis ilmiah tidak akan pernah lepas dari
metode penelitian, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam menganalisa
suatu permasalahan agar memperoleh kesimpulan terakhir yang mendekati
kebenaran objektif dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Mengenai metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian,
pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis hukum.
1.4.1 Tipe Penelitian
Peneltian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang
timbul oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam
kerangka know-how di dalam hukum.'* Dalam melakukan suatu penelitian
hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum,
melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan
kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.'? Sebagai konsekuensi
pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya
adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji
penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.** Titik fokus
pada penelitian ini berkaitan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang
berlaku pada hukum positif yang kemudian dihubungkan dalam suatu
permasalahan yang terdapat dalam pembahasan, yang berkaitan dengan
bagaimana mekanisme dan penegelolaan pajak e-commerce serta perlindungan

hukum pajak e-commerce dalam pemenuhan hak konsumen.

19 johnny Ibrahim, Teori Dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia
Publishing, 2008, him 294.

1 peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, him
83

2 Ibid., him 60

13 Johnny Ibrahim, Op.,.Cit., him 295
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1.4.2 Pendekatan Penelitian
Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana
dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai
aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya™®.
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang- undangan dilakukan dengan menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan
bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara
suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-
undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang,
serta membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi
yang ada dibelakang undang-undang itu. Dengan demikian peneliti tersebut
akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara
undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.™

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari
pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti
akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,
konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang
dihadapi.*® Pandangan-pandangan dan doktrin yang sesuai dengan penelitian
yang dijadikan argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum dalam
penelitian ini adalah mengenai bagaimana mekanisme dan pengelolaan pajak
e-commerce serta bagaimana perlindungan hukum pajak e-commerce dalam
pemenuhan hak hak konsumen.

1.5 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum merupakan suatu alat untuk memecahkan suatu

permasalahan atau isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa

4 peter Mahmud Marzuki., Op.Cit., him 13
®lbid., him 133-134
®Ipid., him 136
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yang

seyogianya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Berkaitan dengan

sumber bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum
1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya

mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim.’Sumber bahan yang digunakan untuk

membut proposal ini antara lain:

1.
2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan.;

3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;

1.5.2

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan
Konsumen;
Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang
Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce;
Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,*® yaitu berkaitan dengan buku-
buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de
herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus
hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan
dengan dengan topic penelitian.’® Bahan hukum sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan pokok
permasalahan yang dibahas serta berupa pendapat para ahli hukum, pendapat
para sarjana, dan jurnal-jurnal hukum.Dalam penelitian ini menggunakan jurnal

dan buku sebagai bahan untuk penelitian.

Ybid., him 181
B1bid.,
19 Johnny Ibrahim, Op.Cit., him 296
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1.5.3 Bahan Non Hukum
Bahan hukum tersier atau disebut juga bahan non hukum merupakan bahan
hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan
lain-lain.®® Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kamus hukum dan bahan-bahan lain yang diambil dari internet sebagai bahan

pendukung sekaligus pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder.

1.6 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara mencari jurnal di internet dan
mencari buku di perpustakaan serta info-info yang sedang ramai dibicarakan terkait

bahan sesuai dengan tema atau judul proposal.

“Ibid., him 296
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 HUKUM PAJAK
2.1.1 PENGERTIAN PAJAK DAN HUKUM PAJAK

Pajak jika di definisan berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 yang berbunyi:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Namun ada
banyak ahli yang mendefinisikan pajak diantaranya yaitu:

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja “Pajak adalah iuran wajib,
berupa uang atau barang yag di pungut oleh penguasa berdasrkan norma-norma
hukum, guna menutupi biaya produksi baran-barang dan jasa-jasa kolektif
dalam mencapai kesejahteraan umum”?,

Menurut Prof. PJA. Adriani, “ Pajak adalah iuran kepada negara
(yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya
menurut perturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengluaran—pengeluaran umum berhubung dengan tugasnhegra untuk
menyelenggarkan pemerintahan®®.Pada intinya pajak  merupakan suatu
kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun
suatu badan dan memiliki sifat memaksa sesuai peraturan undang-undang.
Meskipun masyarakat tidak mendapat imbalan langsung dalam arti pajak yang
dipungut negara adalah dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat meskipun
bukan dalam bentuk uang melainkan fasilitas-fasilitas yang diberikan negara

untuk kemakmuran dan kenyamanan masyarakat.

2! Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, Perpajakn untuk Praktisi dan Akademisi, Empatdua Media:
Malang, 2016, him.1.

22 Santoso Brotodihardjo, Pengantar Hukum Pajak, PT Refika Aditama: Bandung, 2003, him.5.
Y Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, C.V Andi Offset : YogYakarta, 2006, him.3.

10
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Fungsi pajak sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu fungsi keuangan
(Budgetair) dan fungsi mengatur (Regulered)®*. Fungsi keuangan atau yang
biasa disebut fungsi anggaran yaitu sebagai alat atau instumen untuk
memesukkan dana kedalam kas negara. Dana tersebut berasal dari masyarakat
untuk dimasukan dalam kas negara dan kemudian
digunakan sebagai penopang penyelenggaraan dan aktivitas dari
pemerintahan. Sedangkan fungsi mengatur yaitu pemungutan pajak sendiri
digunakan untuk mengatur, mendorong, dan mengarahkan, serta mengendalika
masyarakat agar sejalan dengan rencana pemerintahan.

Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur
hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak (fiscus) dan rakyat
sebagai pembayar pajak (wajib pajak)?°.

Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak yang sering disebut sebagai
hukum fiskal merupakan seluruh peraturan yang meliputi wewenang
pemerintah mengambil suatu kekayaan seseorang dan diserahkan kembali pada
masyarakat melalui kas negara. Sehingga bisa dikatakan bahwa hukum pakjak
merupakan sebagian dari hukum publik karena mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang dengan negara dan/atau badan hukum yang memiliki
kewajiban dalam membayar pajak.

Menurut Rochmat Soemitro, hukum pajak merupakan sekumpulan aturan
yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan
rakyat sebagai pembayar pajak.

Hukum Pajak dibagi menjadi 2(dua) yaitu Hukum Pajak Materiil dan
Hukum Pajak Formil®;

1. Hukum materiil, merupakan suatu peraturan yang mengatur pajak yang
bersifat umum (Lex-Generalis). Hukum pajak ini berbentuk undang-undang
Perpajakan, seperti; UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP, UU No. 36 tahun
2008 tentang PPh, UU No, 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, dan

lainnya.

24¥ Sri Pudyatmoko, Op.cit., him. 18-20.
2 Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, Op.cit., him. 2.
% Ibid., him.2
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2. Hukum Pajak Formil, merupakan peraturan yang mengatur tntang
bagaimana Pajak Materil tersebut dilaksanakan. Yang mana hukum pajak
formil ini termasuk hukum pajak khusus (Lex Specialist). Disebut juga
peraturan pelaksanaan dari undang-undang perpajakan berupa; PP, Kepres,
Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan DJP, Surat Edaran DJP, dan

lainnya.

Dalam hukum pajak berlaku juga ketentuan yang menyatakan “Lex
Specialist derogat Lex Generalis” yang berarti hukum kusus dapat menjadi
hukum umum. Artinya hukum formil dalam keadaan tertentu bisa menghapus
atau meniadakan hukum materil. Menurut Satjipto Rahardjo, kedudukan hukum
pajak dalam bidang hukum-hukum lain yaitu sebagai berikut®":

a. Hukum Perdata (hukum privat), mengatur hubungan hukum antara subyek-
subyek hukum yang sederajatatau yang dikenal dengan hukum sipil,
a.  Hukum perkawinan
b.  Hukum kewarisan
c.  Hukum perjanjian
d.  Hukum dagang
e.  Hukum internasional perdata
b. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya,
karena pemerintah dalam perannya melakukan fiscus sedangkan masyarakat
sebagai wajub pajak;
f. Hukum pidana
g. Hukum tata negara
h.  Hukum administrasi
I. Hukum internasional publik
J. Hukum lingkungan

k. Hukum sosial ekonomi

21Y Sri Pudyatmoko, Op.cit., him. 75.
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Umumnya hukum pajak sendiri termasuk dalam bagian hukum administrasi
negara. Sedangkan Prof. PJA. Adriani, hukum pajak harus dipisahkan dan tidak
menjadi bagian dari hukum administrasi, karena hukum pajak sendiri ikut campur
dalam menentukan politik perekonomian negara yang fungsi tersebut tidak dimiliki
oleh hukum administrasi negara. Disamping dalam kegiatan hukum pajak sendiri
memiliki tata peristilahannya sendiri?®. Tugas dari hukum pajak sendiri yaitu untuk
menelaah kaidah-kaidahyang ada dalam masyarakat yang kemudian dibuat dan
disusun sebuah mejadi sebuah peraturan hukum (pajak). Sedangakna sasaran
Tatbestand yang merupakan segalas sesuatu atau peristiwa yang dapat
menimbulkan utang pajak. Utang pajak merupakan uthang yang muncul secara
khusus,karena Negara (kreditor) terikat dan tidak memilih secara bebassiapa yang
menjadi debitur, seperti dalam hukum perdata. Hal tersebut dikarenakan utang

pajak muncul karena undang-undang®.
2.1.2 ASAS DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
A. ASAS PAJAK

Didalam pajak terdapat asas yang mana dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia, asas sendiri miliki artian yaitu “sebagai sesuatu kebenaran yang menjadi
pokok dasar yang menjadi timpuan atau berpikir**°. Maka dalam perpajakanpun
terdapat asas sebagai dasar atau tumpuan diantaranya yaitu; asas rechtsfilosofis,
asas pengenaan pajak, asas pemungutan pajak, asas pembagian beban pajak , asas
dalam perbuatan undang-undang pajak. Sementara menurut Miyasto asas-asas
perpajakan meliputi asas legal, asas kepastian hukum, asas efisien, asas non-
distorsi, asas sederhana, dan asas adil®'. Berikut adalah asas-asas yang terdapat

dalam perpajakan®:

a. Asas Pembenaran Pemungutan Pajak oleh Negara (Rechtsfilosofis) merupakan

asas yang mencari dasar pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara.

%8 |bid,. him 58.

2 Syparnyo, Op.cit., him. 52.

%0 \WJS. Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
31y Sri Pudyatmoko, Op.cit., him 33.

%2 |bid, hlm,34.
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Asas Pembagian Beban Pajak merupakan asas yang mencari jawaban atas
pertanyaan bagaimana agar beban pajak dikenakan kepada rakyat secara adil.
Asas Pengenaan pajak merupakan asas yang mencari jawaban atas
permasalahan siapakah/pemerintah manakah yang berwenang memungut pajak
tersebut. dalam hal ini menyangkut yurisdiksi dari suatu negara berhadapan
dengan negara lain.

Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak merupakan asas yang membicarakan

tentang bagaimana asas pemungutan pajak tersebut dapat dilaksanakan dengan

baik, lancar, adil dan tentunya tidak mengganggu kepentingan masyarakat serta
diharapkan membawa hasil yang baik untuk kas negara.

Asas Pemebntukan Ketentuan Pajak yang Baik, dapat kita ketahui bahwa

sesuai dengan asas legal, sesuai dengan peraturan di bidang pajak harus

memiliki referensidalam Undang-Undang.

Asas Perpajakan yang Lain, pajak merupkan pungutan yang bersifat wajib dan

memaksa yanag dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak

ada kontraprestasi secara langsung, maka pungutan pajak haruslah memenuhi
persyaratan sebagai berikut®*;

1. Asas Legal, dalam asas ini dalam pemungutan pajak harus didasarkan
dengan Undang-undang. Oleh Kkarenanya setiap adanya peraturan
perpajakan, baik dalam peraturan pemerintah maupun peraturan yang lebih
rendah, harus berdasarkan undang-undang.

2. Asas Kepastian Hukum, dalam asas ini ketentuan-ketentuan perpajakan
tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, kebingungan, harus jelas dan
memiliki satu pengertian sehungga tidak bersifat ambigu. Ketentuan-
ketentuan pajak yang bersifat ganda akan menimbulkan celah-celah
(loopholes) yang dapat dimanfaatkan oleh peneyelundup pajak.

3. Asas Efisien, dalam asas ini pajak yang dipungut dari masyarakat
kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi
pemerintahan dan pembangunan. Oleh karenanya dalam suatu jenis

pungutan pajak harus efisien jangan sampai biaya-biaya pungutan justru

% 1bid, him,49.
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lebih besar dalam apabila dibandingkan dengan hasil penerimaan pajak itu
sendiri.

4. Asas Non-Distorsi, dalam asas ini pajak harus tidak menimbulkan adanya
distorsi didalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak
seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, mis-alokasi sumber-
sumber daya, dan inflasi.

5. Asas Kesederhanaan, dalam asas ini pajak harus dibuat sesederhana
mungkin, senhingga dapat dengan mudah dimengerti olef fiscus maupun
wajib pajak sebagai pihak-pihak yang terkait dalam hubungan pajak.
Aturan-aturan pajak yang kompleks disamping akan dapat menyulitkan
bagi pelaksanan perpajakan, juga dapat ditafsirkan handa sehungga dapat
menimbulkan adanya celah (loopholes).

6. Asas Adil, dalam asas ini alokasi beban pajak pada berbagai golongan
masyarakat harus mencerminkan keadilan. Dalam hal ini ada dua kriteria
yang lazim digunakan untuk melihat apakah lokasi beban pajak telah
mencerminkan aspek keadilan, yaitu kemampuan membayar dari wajib

pajak (ability to pay), dan prinsip benefit (benefit principle).

Selain asas-asas diatas terdapat pula asas pemungutan pajak yang dibagi
menjadi 3 (tiga) diantaranya sebagai berikut**:

a. Asas Domisili; pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di
wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak
yang diperoleh atau diterima wajib pajak.

b. Asas Sumber; pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak
yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorial-nya tanpa
memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. AsasKebangsaan; status kewarganegaran  seseorang  menentukan
pembebanan pajak. Perlakuan perpajakan antar Warga Negara Indonesia

dan Warga Negara Asing itu berbeda.

% Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, Op.cit., him.5.
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B. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Sistem pemungutan pajak atau pengenaan pajak di Indonesia sendiri dikenal
ada 3 (tiga) sistem, diantaranya yaitu®;

1. Self Assessment Syistem,digunakan dalam pemungutan pajak negara/pajak
pusat. Memberikan kewenangan bagi yang wajib pajak untuk menentukan
sendiri seberapa besar pajak yang terutang. Wajib pajak aktif dari mulai
mengitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang serta fiscus
hanya mengawasi saja tidak ikut campur. Subjek wajib pajak ini bersifat
terbatas seperti; PPh, PPN, dan PPn.BM.

2. Withholding System, sistem ini digunakan dalam pungutan atau pengenaan
pajak pusat maupun pajak daerah. Dalam pemungutannya penyetor pajak
(fiscus) melibatkan wajib pajak yang lain (pihak ke tiga). Contoh; Pemerintah
Daerah Memungut pajak hotel melalui pengusaha hotelnya, sedangkan
Pemerintah Pusat memungut PPh (pasal 21) yang melalui pekerja.

3. Officil Assessment System, sistem ini digunakan oleh pajak daerah yang
membeikan kewenangan kepada pemerintah (fiscus) yang menentukan
seberapa besar pajak yang terutang. Wajib pajak bersifat pasif, contoh dari

sistem pajak ini adalah pajak Bumi dan Bangunan.

1.1.3 JENIS-JENIS PAJAK
Adapula beberapa pembagian jenis-jenis pajak yaitu diantarnya menurut
golongnnya dan jenis pajak menurut pemungutannya. Jenis pajak menurut
golongannya ada 2 (dua) yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung™® :

a. Pajak Langsung; pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, tidak
bisa dan tidak boleh dibebankan, dialihkan kepada pihak lain. Contohnya
yaitu pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung; pajak yang dapat dialinkan kepada pihak lain.
Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

% 1bid, him, 4.
% Suparnyo, Op.cit., him. 37.
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Sedangkan jenis pajak berdasarkan dari pemungutannya tada 2 (dua) yaitu
Pajak Pusat dan Pajak Daerah®’.

Pajak Pusat (Pajak Negara) adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh
Pemerintah Pusat (Direktorat Jendral Pajak - Kementrian Keuangan) yang hasil
dari pemungutan pajak tersebut masuk ke dalam kas Negara, dasarnya yaitu
Undang-undand dan Peraturan Pelaksanaan. Sedangkan cara pemungutan dari
pajak ini yaitu dilakukan dengan sistem Self Assesment System dan Witholding

System. Yang termasuk dari pajak pusat (Pajak Negara) diantaranya yaitu;

Pajak Penghasilan (PPh);

Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
Bea Materai;

Fiskal Luar Negerti;

Pajak Ekspor,dll.

o a0k~ w e

Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
maupun Kabupaten/Kota yang hasil dari pemungutan pajak tersebut di masukkan
dalam kas Daerah. dasarnya ialah Undang-undang dan Pelaksanaanya yang diatur
dalam Peraturan Daerah. Sedangkan yang dapat dikenakan pajak ini diantaranya

yaitu:

1. Pajak Provinsi:
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajaka Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan
e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota:
a. Hotel;
b. Restoran;

$"www.pajak.qgo.id/content/belajar-pajak. 14 April 2012
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Hiburan;

e o

Reklame;

Penerangan Jalan;

Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Parkir;

Air Tanah;

o Q ~—H~ o

Sarang Burung Walet;
Jj. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.2 PAJAK E-COMMERCE
2.2.1 PENGERTIAN PAJAK E-COMMERCE

Pajak e-commerce merupakan pajak yang dibebankan pada semua pelaku
yang melakukan kegiatan jual beli menggunkan fasilitas internet baik dalam
marketplace, toko online, berjualan di sosial media, melakukan kegiatan promosi,
dan apapun itu selama berkitan dengan proses perdagangan. Jika pajak e-
commerce dibebankan kepada para pelaku bisnis online merupakan hal yang baik,
karena dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat®.

Pajak e-commerce sudah masuk dalam revisi Undang-Undang Nomer 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasila (PPh), ada beberapa poin penting yang
masuk dalam UU PPh yang baru®. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan
kepastian hukum atas bisnis e-commerce yang mulai subur di indonesia.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Pajak Atas
Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik E-Commerce*®.Membayar
pajak e-commerce, bukan berarti mereka harus membayar pajak untuk koneksi,

website, atau internet. Namun, orang tersebut membayar pajak dari penghasilan

3https://www.google.com/amp/s/thidiweb.com/pengertian-pajak-e-commerce/amp/

%9 Anonymous, “Pajak E-Commerce Masuk dalam Revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan”,
(https;//www.online-pajak.com/pajak-e-commerce-masuik-dalam-revisi-undang-undang-pajak-
penghasilan)

0 Martha Ruth Thertina, “SRI MULYANI TERBITKAN ATURAN PAJAK E-COMMERCE
DAN DAGANG LEWAT MEDSOS”, 11 Januari 2109.
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Objek Pajak

Hasil yang didapat dari penjualan barang atau penyedian
jasa adalah objek PPh

Subjek
Pajak

Badan atau orang pribadi yang memperoleh hasil atau

penghasilan dari penjualan barang atau penyediaan jasa.

Dasar

Hukum

Terdapat pada Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 15, Pasal 17,
Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang
PPh.

Tarif

Dari pihak online marketplace marchant sebagai penjual
barang dan penyedia jasa dalam online marketplace
penhasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final
karena merupakan sebagai penyedia jasa, tarif PPhPasal 17
diterapkan  atas  penghasilan kena pajak yang
menghitungnya dari penghasilan bruto hasil penjualan
yang telah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan,
untuk menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk
wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan penghasilan

kena pajak.

Pemotongan
PPh

Jika pembeli atau pengguna jasa adalah wajib pajak badan
atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh,
maka pembeli barang atau pengguna jasa harus melakukan
pemotongan PPh dengan jumlah tarif yang sesui dengan

ketentuan yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak

Online Marketplace Merchant melakukan penyerahan
kepada pembeli (BKP) dan/atau JKP

DPP

Semua biaya termasuk harga jual, Penggantian dan/atau
nilai ekspor yang seharusnya diminta oleh online
marketplace marchant karena penyerahan JKP dan/atau
BKP.
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Dasar 1.)UU PPN Pasal 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1 &
Hukum 2), dan pasal 13.
2.)PP No. 1 Tahun 2012 Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal
11, dan Pasal 17.
Saat PPN | Pada saat pembayaran diterima oleh online marketplace
terutang | atas pembelian BKP atau JKP.
Saat Sama pada saat PPN terutang
Pembuatan
Faktur
Faktur Yang membuat adalah online marketplace merchant untuk
Pajak pembeli.

. Penyetoran Hasil Penjualan Kepada Online Marketplace Merchant

Oleh Penyelenggara Online Marketplace;

Pajak Penghasilan (PPh)

Objek Pajak | Penghasilan dari jasa perantara pembayaran Yyang
merupakan objek PPh yang harus dilakukan pemotongan/
pemungutan PPh Pasal 23, Pasal 21, dan Pasal 26. Dalam
hal ini merupakan sebagai imbalan kepada penyelenggara
online marketplace dapat berupa komisi atau per sale fee.

Subjek Pajak | Badan atau orang pribadi yang telah mendapatkan atau
memperoleh penghasilan dari jasa perantara pembayaran.

Dasar Terdapat pada UU PPh Pasal 4 ayat (1 & 2), Pasal 17,
Hukum Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26.
Tarif Penghasilan penyelenggara online marketplace tidak

dikenai pajak yang bersifat final karena merupakan sebagai
tarif PPhPasal

kena pajak yang menghitungnya dari

penyedia jasa, 17 diterapkan atas
penghasilan
penghasilan bruto hasil penjualan yang telah dikurangi

dengan biaya untuk mendapatkan, untuk menagih, dan
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memelihara penghasilan serta untuk wajib pajak orang

pribadi dikurangi dengan penghasilan kena pajak.

Pemotongan
PPh

Jika badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai
pemotong PPh, maka online marketplace merchant yang
berperan sebagai pengguna jasa diharuskan melakukan
pemotongan PPh sesuai (pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26
sesuai dengan ketentuan). Dalam PPh pasal 23 tarif yang
di potong adalah sebanyak 2% (dua persen) saja dari
jumlah bruto dan tidak masuk dalam PPN. Namun apabila
bagi penyedia jasa tersebut tidak memiliki NPWP maka,
akan dikenakan pemotongan tarif lebih tinggi yaitu sebesar
4% (empat persen) dari jumlag bruto dan tidak termasuk
dalam PPN. Sedangkan dalam pasal 26 PPh akan
dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto
dan tidak termasuk dengan PPN, berdasarkan persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak

Jasa perantara pembayaran merupakan jasa kena pajak
(JKP).

DPP

Penggantian semua biaya yang diminta oleh penyelenggara
online marketplace karena penyerahan JKP sesuai dengan
potongan yang ada dalam Faktur, namun tidak termasuk

yang dipungut.

Dasar Hukum

1) UU PPN diantaranya yaitu Pasal 1, Pasal 4 ayat (1)
huruf ¢ dan huruf e, Pasal 11 ayat (1 dan 2) dan Pasal
13.

2) PP No.1 Tahun 2012 yaitu Pasal 6, Pasal 10, Pasal 17
ayat (1), ayat (5), ayat (6),ayat (7).

Saat PPN

1.) Saat penyerahan JKP — di dalam daerah pabean
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Terutang 2.) Saat pembayaran JKP —di dalam daerah pabean
3.) Saat pemanfaatan JKP — di luar daerah pabean
Saat Sama dengan saat PPN yang terutang
Pembuatan
Faktur
Faktur Pajak | |.Faktur pajak dibuat oleh penyelenggara online

marketplace kepada online marketolace marchant, untuk
penyerahan JKP.

m. Sedangkan untuk pemanfaatan JKP, surat setoran
pajak (SSP) atas penyetoran PPN yang dibuat oleh online
marketplace marchant kedudukannya sama dengan faktur

pajak.

2. Classified Ads

Aspek perpajakan dalam proses bisnis classified ads yaitu :

Pajak Penghasilan (PPh)

Objek Pajak

Pemotongan akan dilakukan dari penghasilan jasa penyediaan
tempat dan waktu untuk menyediakan informasi PPh Pasal
23, pasal 21, atau pasal 26. Informasi berupa situs yang
digunakan untuk mengoprasikan toko, mempromosikan dan
memajang content ( gambar, vidio, tuliasan-tulisan, informasi,
dan lain sebagainya). Sebagai imbalan karena telah
menyampaikan informasi terkait produk yang dijual dalam

situs internet, imbalan tersebut bisa berupa transaction fee.

Subjek
Pajak

Merupakan suatu badan atau orang pribadi yang memperoleh
hasil dari jasa penyedia tempat/waktu dalam media lainnya
untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan

produk.

Dasa

Hukum

Terdapat dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1 & 2),
Pasal 17, Pasal 21, pasal 23 dan Pasal 26.
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Tarif

penghasilan penyelenggara classified ads tidak dikenai pajak
yang bersifat final karena merupakan sebagai penyedia jasa,
tarif PPhPasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak yang
menghitungnya dari penghasilan bruto hasil penjualan yang
telah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, untuk
menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk wajib pajak

orang pribadi dikurangi dengan penghasilan kena pajak.

Pemotongan
PPh

Jika badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai
pemotong PPh, maka pengiklan yang berperan sebagai
pengguna jasa diharuskan melakukan pemotongan PPh sesuai
(pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan).
Dalam PPh pasal 23 tarif yang di potong adalah sebanyak 2%
(dua persen) saja dari jumlah bruto dan tidak masuk dalam
PPN. Namun apabila bagi penyedia jasa tersebut tidak
memiliki NPWP maka, akan dikenakan pemotongan tarif
lebih tinggi yaitu sebesar 4% (empat persen) dari jumlag
bruto dan tidak termasuk dalam PPN. Sedangkan dalam pasal
26 PPh akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari
jumlah bruto dan tidak termasuk dengan PPN, berdasarkan
persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang
berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak

Yang di maksud adalah imbalan yang berhubungan dengan
jasa penyedia tempat dan waktu dalam internet yang
digunakan untuk menyampaikan informasi atau data yang

termasuk dalam Jasa Kena Pajak (JKP).

DPP

1.)Penggantian semua biaya yang diminta oleh
penyelenggara online marketplace karena penyerahan JKP

sesuai dengan potongan yang ada dalam Faktur, namun
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tidak termasuk yang dipungut.
2.) Untuk pemasangan iklan tidak ada pembayaran (gratis).
JKP diserahkan secara Cuma-Cuma, DPP-nya merupakan
penggatian setelah dikurangi laba kotor.
Dasar 1.)UU PPN diantaranya yaitu Pasal 1, Pasal 4 ayat (1) huruf c
Hukum dan huruf e, Pasal 11 ayat (1 dan 2) dan Pasal 13.
2.)PP No.1 Tahun 2012 yaitu Pasal 6, Pasal 10, Pasal 17
ayat (1), ayat (5), ayat (6),ayat (7).
3.)Dalam pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Keuangan PMK
Nomor 75/PMK.03/2010 diubah dengan PMK Nomor
38/PMK.011/2013.
Saat PPN | 1. Saat penyerahan JKP — di dalam daerah pabean
Terutang | 2. Saat pembayaran JKP —di dalam daerah pabean
3. Saat pemanfaatan JKP — di luar daerah pabean
Pembuatan | Sama pada saat PPN terutang.
Faktur
Faktur n. Untuk penyerahan JKP penyelenggara classified ads
Pajak membeuat faktur pajak kepada pengiklan.

0. Untuk pemanfaatan JKP (SSP) atas penyetoran PPN
kedudukannya sama dengan faktur pajak yang dibuat oleh
pengiklan.

3. Dealy Deals

Aspek perpajakan dalam proses bisnis Daily Daels dibagi menjadi 3 (tiga)

bagian yaitu diantarany;

a. Jasa Penyediaan Tempat dan Waktu;

Pajak Penghasilan (PPh)

Objek Pajak

Pemotongan akan dilakukan dari penghasilan jasa penyediaan
tempat dan waktu untuk menyediakan informasi PPh Pasal
23, pasal 21, atau pasal 26. Informasi berupa situs yang

digunakan untuk mengoprasikan toko, mempromosikan dan
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memajang content ( gambar, vidio, tuliasan-tulisan, informasi,

dan lain sebagainya).

Subjek
Pajak

Merupakan suatu badan atau orang pribadi yang memperoleh
hasil dari jasa penyedia tempat/waktu dalam media lainnya
untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan

produk.

Dasa

Hukum

Terdapat dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1 & 2),
Pasal 17, Pasal 21, pasal 23 dan Pasal 26.

Tarif

Penghasilan penyelenggara Daily daelstidak dikenai pajak
yang bersifat final karena merupakan sebagai penyedia jasa,
tarif PPhPasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak yang
menghitungnya dari penghasilan bruto hasil penjualan yang
telah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, untuk
menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk wajib pajak

orang pribadi dikurangi dengan penghasilan kena pajak.

Pemotongan
PPh

Jika badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai
pemotong PPh, maka merchant daily deals yang berperan
sebagai pengguna jasa diharuskan melakukan pemotongan
PPh sesuai (pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan
ketentuan). Dalam PPh pasal 23 tarif yang di potong adalah
sebanyak 2% (dua persen) saja dari jumlah bruto dan tidak
masuk dalam PPN. Namun apabila bagi penyedia jasa
tersebut tidak memiliki NPWP maka, akan dikenakan
pemotongan tarif lebih tinggi yaitu sebesar 4% (empat persen)
dari jJumlag bruto dan tidak termasuk dalam PPN. Sedangkan
dalam pasal 26 PPh akan dikenakan tarif 20% (dua puluh
persen) dari jumlah bruto dan tidak termasuk dengan PPN,
berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
yang berlaku.
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak | Penyerahan jasa penyediaan waktu dan/atau tempat di dalam
media lainnya
DPP Penggantian semua biaya yang diminta oleh penyelenggara
daily deals karena penyerahan JKP sesuai dengan potongan
yang ada dalam Faktur, namun tidak termasuk yang dipungut.
Dasar 1.) UU PPN diantaranya yaitu Pasal 1, Pasal 4 ayat (1) huruf ¢
Hukum dan huruf e, Pasal 11 ayat (1 dan 2) dan Pasal 13.
2.) PP No.1 Tahun 2012 yaitu Pasal 6, Pasal 10, Pasal 17
ayat (1), ayat (5), ayat (6),ayat (7).
Saat PPN | 1. Saat penyerahan JKP — di dalam daerah pabean
Terutang | 2. Saat pembayaran JKP —di dalam daerah pabean
3. Saat pemanfaatan JKP — di luar daerah pabean
Pembuatan | Sama dengan saat PPN yang terutang
Faktur
Pajak
Faktur 1.) Faktur pajak dibuat oleh penyelenggara daily deals kepada
Pajak daily deals marchant, untuk penyerahan JKP.
2.) Sedangkan untuk pemanfaatan JKP, surat setoran pajak
(SSP) atas penyetoran PPN yang dibuat oleh daily deals
marchant kedudukannya sama dengan faktur pajak.

Penjualan barang dan/atau jasa;

Pajak Penghasilan PPh

Objek Pajak | Hasil yang didapat dari penjualan barang atau penyedian
jasa adalah objek PPh
Subjek Pajak | Badan atau orang pribadi yang memperoleh hasil atau

penghasilan dari penjualan barang atau penyediaan jasa.

Dasar Hukum

Terdapat pada Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 15, Pasal 17,
Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang
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PPh.

Tarif

Penghasilan marchantdaily deals tidak dikenai pajak yang
bersifat final karena merupakan sebagai penyedia jasa,
tarif PPhPasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak
yang menghitungnya dari penghasilan bruto hasil
penjualan yang telah dikurangi dengan biaya untuk
mendapatkan, untuk menagih, dan memelihara penghasilan
serta untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan
penghasilan kena pajak.

Pemotongan
PPh

Jika pembeli atau pengguna jasa adalah wajib pajak badan
atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh,
maka pembeli barang atau pengguna jasa harus melakukan
pemotongan PPh dengan jumlah tarif yang sesui dengan

ketentuan yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak

Daily Deals Merchant melakukan penyerahan kepada
pembeli BKP atau JKP.

DPP

Penggantian semua biaya yang memang seharusnya
diminta oleh Daily Deals Merchant atas penyerahan BKP
atau JKP tidak termasuk dengan PPN yang dipungut serta

potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.

Dasar Hukum

1. UU PPN Pasal 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1 &
2), Pasal 13.

2. PP Nomor Tahun 2010 Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 11 dan Pasal 17.

Saat PPN Pada saat penyelenggara daily deals menerima

Terutang pembayaran atas pembelian voucher untuk memperoleh
BKP atau JKP.

Pembuatan | Sama pada saat PPN terutang
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Faktur

Faktur Pajak

Dibuat oleh Daily Deals Merchant untuk pembeli

c. Penyetoran Hasil Penjualan Kepada Daily Deals Merchant oleh

Penyelenggara Daily Deals;

Pajak Penghasilan (PPh)

Objek Pajak Penghasilan dari jasa perantara pembayaran yang wajib
dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, Pasal 26.
Subjek Pajak | Badan atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan

dari jasa perantara pembayaran.

Dasar Hukum

UU PPh Pasal 4 ayat (1 & 2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23,
dan pasal 26.

Tarif

Sebagai penyedia jasa dalam hal ini adalah penyelenggara
daily deals penghasilannya tidak dikenai pajak yang
bersifat final, tarif PPh pasal 17 yang diterapkan atas
penghasilan kena pajak.

Pemotongan
PPh

Jika wajib pajak badan atau orang pribadi yang ditunjuk
sebagai pemotong PPh daam hal ini pengguna jasa adalah
daily deals merchant, maka pengguna jasa tersebut wajib
melakukan pemotongan sesuai Pasal 23 PPh tarif atas
penghasilan dari jasa perantara pembayaran sebesar 2%
(dua persen) dri jumlah bruto yang tidak termasuk PPN.
Jika penyedia jasa tersebut tidak memiliki NPWP maka,
tarif pemotongan akan lebih tinggi yaitu 100% (seratus
persen) atau menjadi 4% (empat persen) dari jJumlah bruto
yang tidak termasuk PPN. Untuk pasal 26 PPh tarif
pemotongan penghasilan dari jasa perantara pembayaran
adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak
kena PPN atau atas persetujuan dari (P3B) yang berlaku.
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Penyelenggara daily deals menyerahkan jasa perantara
pembayaran kepada daily deals merchant merupakan jasa
kena pajak (JKP)

DPP Penggantian semua biaya yang diminta oleh penyelenggara

daily deals atas penyerahan JKP tersebut berupa jsa
perantara pembayaran, tidak termasuk PPN yang dipungut

dan potongan harga uang dicantum dalam faktur pajak.

Dasar Hukum

1.)UU PPN Pasal , Pasal 4 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 11
ayat (1 & 2), dan Pasal 13.

2.)PP Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 6, Pasal 10, Pasal 17 ayat
(1,5,6,dan7)

Saat PPN 1. Saat penyerahan JKP
Terutang 2. Saat pembayaran JKP
3. Saat pemanfaatan JKP
Pembuatan | Sama pada saat PPN terutang
Faktur Pajak
Faktur Pajak | Dibuat oleh penyelenggara daily deals untuk daily deals
merchant.
4. Online Retail

Aspek perpajakan dalam proses bisnis Online Retail yaitu;

Pajak Penghasilan (PPh)

Objek Pajak | Hasil yang didapat dari penjualan barang atau penyedian
jasa adalah objek PPh
Subjek Pajak | Badan atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan

dari penjualan barang atau jasa.

Dasar Hukum

UU PPh Pasal 4 ayat (1 & 2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22,
Pasal 23, dan Pasal 26.

Tarif

Pihak penyelenggara online retail dan online retail merchant
penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final,
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tarifnya menerapkan pasal 17 PPh atas penghasilan kena
pajak yang dihitung dari; penghasilan bruto dan penghasilan

netto.

Pemotongan
PPh

Wajib pajak atau bada sebagai pembeli barang atau
pengguna jasa ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka

pengguna jasa atau pembeli barang wajib melakukan

pemotongan PPh.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek pajak

Peyelenggara online retail melakukan penyerahan BKP atau
JKP kepada pembeli berupa penyerahan BKP/JKP didalam
daerah pabean, ekspor BKP berwujud / tidak berwujud, dan
ekspor JKP.

DPP

Penggantian, harga jual dan nilai ekspor, termasuk semua
biaya yang diminta oleh penyelenggara online retail karena
penyerahan BKP atau JKP tidak termasuk PPN yang

dipungut dan yang di cantumkan dalam faktur pajak.

Dasar Hukum

1.) UU PPN Pasal 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan
ayat (2) dan Pasal 13.

2.) PP Nomer 1 Tahun 2012 Pasal 6, Pasal 9, Pasal Pasal 10,
Pasal 11 dan Pasal 17.

Saat PPN 1. Saat penyerahan BKP atau JKP untuk transaksi cash
terutang on delivery;

2. Saat pembayaran diterima oleh penyelenggara online
retail atas pembelian BKP atau JKP untuk trasaksi
non cash on delivery.

Pembuatan | Sama pada saat PPN terutang.
Faktur
Faktur Pajak | Penyelenggara online retail membuat faktur pajak unuk

pembeli.
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Dalam tabel-tabel yang tertera diatas menjelaskan mengenai aspek-aspek
perpajakan yang terdapat dalam keempat bisnis e-commerce yakni dimuali dari
aspek perpajakan dari online marketplace, classified ads, dealy deals, dan online
retail. Di mana dalam proses bisnis diatas mencangkum aspek perpajakan yang
pengenaannya mencangkup PPh dan PPN.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pajak E-Commerce

Hukum memiliki fungsi yaitu sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia.
Dalamm pelaksanaannya dapat terjadi sebuah pelanggaran hukum. Dan jika
hukum itu sudah dilanggar maka haruslah ditegakkan. Dengan melalui penegakan
hukum inilah hukum anak menjadi nyata. Dalam penegakannya sendiri hukum
memiliki unsur-unsur diantaranya yaitu; suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan
keadilan™.

Dalam perkembangan internet yang semakin luas dan tidak terbatas sehingga
memudahkan masyarakat untuk melakukan aktifitas di zaman moderen seperti
sekarang ini. Dalam penggunaan internet atau media elektronik yang bebas dan
tidak terbatas ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi negatif juga
terhadap pengguna internet ataupun media elektronik lainnya. Karena penggunaan
internet yang mudah di manipulasi identitas, keaslian dan kebenarannya, tak
jarang orang-orang malah menyalah gunakannya untuk kepentingan pribadi.
Orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu yang dapat memberikan
kesan negatif untuk penggunaan internet. Dalam hal penggunaan internet atau
media elektronik maka, perlu adanya perlindungan hukum bagi pengguna internet
atau media elektronik tersebut. Kususnya bagi pengguna internet atau media
elektronik yang menggunakan jasa internet untuk berwirausaha atau melakukan
bisnis online dan semacamnya yang melakukan transaksi melalui media

elektronik.

0 sudikno Mertokusumo,“Mengenal Hukum Suatu Pengangtar”, Edisi Kelima, Cetakan

Keempat, Liberty, Yogyakarta. HIm.160.
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Di dalam perkembangan bisnis melalui media elektronik atau e-commerce ini
semakin banyak toko-toko yang bermunculan dengan menawarkan berbagai
macam produk. Namun, dengan banyaknya toko-toko yang muncul di jejaring
sosial atau website semakin konsumen akan sulit membedakan mana yang asli
dan mana yang palsu dengan kata lain yaitu penipuan. Hingga tak sedikit yang
memanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan cara menipu konsumen
misalnya dengan cara; menawarkan produk yang harganya lebih murah,
pengiriman cepat, pelanggang diharuskan membayar terlebih dahulu namun
barang tidak sampai kepada pembeli dengan alasan masalah administrasi, dan
diharuskan menghubungi nomer-nomer yang tidak sesuai atau yang tidak
tercantum dalam identitas toko tersebut. Tentu saja hal tersebut sangatlah
merugikan bagi konsumen. Padahal salah satu hak konsumen yaitu mendapatkan
hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hal tersebut ada pada pasal 4
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam pajak e-commerce yang di masud dengan konsumen adalah para wajib
pajak yang membayar pajak melalui elektronik atau secara online. Perlindunga
hukum terhadap hak-hak wajib pajak bertujuan untuk meilindungi para wajib
pajak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pajak e-commerce dengan
pajak konvensional tidak jauh berbeda maka, perlindungan hukumnya pun tidak
akan jauh beda. Hanya saja didalam pajak e-commerce akan ada tambahan aturan-
aturan khusus yang masuk dalam peraturan pajak e-commerce

Hak-hak wajib pajak pada sistem wajib pajak Indonesia diantaranya yaitu; hak
untuk memperoleh informasi, bimbingan dan didengarkan, hak banding, hak
untuk membayar tidak lebih dari jumlah yang benar, hak atas kepastian, hak
privasi, dan hak atas kerahasiaan. Hal tersebut merupakan rumusan hak-hak wajib
pajak yang disusun oleh Committee Of Fiscal Affairs Forum On Tax
Administration (OECD) yang merupakan hasil survey dari negara-negara
responden dan indonesia mengacu pada rumusan tersebut’*.Dalam hal ini

konsumen adalah wajib pajak e-commerce yang menggunakan media elektronik

™ Hari Sih Advianto L.Y, Op. Cit., HIm. 405.
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untuk membayar pajak maka yang paling utama adalah mendapatkan
perlindungan keamanan dan kerahasiaan dalam bertransaksi melalui elektronik.

Saat wajib pajak e-commerce melakukan pembayaran online maka dengan
otomatis mereka akan memasukkan identitas/data pribadi, NPWP yang bersifat
rahasia dan jumlah pajak yang harus dibayarkan merupakan bersifat privasi yang
harus di jaga keamanan dan kerahasiaanya. Keamananan dan kerahasian dari
wajib pajak tersebut harus dijaga karena untuk menghindari adanya persaingan
antara wajib pajak satu dengan wajib pajak lainnya, dan mencegah dalam
mengungkap asal usul kekayaan atau penghasilan yang diperoleh wajib pajak,
yang mana hal tersebut merupakan suatu rahasia pribadi sesuai dengan asas dan
hukum pajak’®. Jika semakin tinggi tingkat keamanan dan kerahsiaan yang dijaga
maka akan semakin puas juga wajib pajak e-commerce menggunakan transaksi
elektronik atau online.Namun, di zaman teknologi yang semakin canggih seperti
saat ini tidaklah menjamin keamanan dan kerahasiaan konsumen e-commerce
terlindungi.

Disinalah peran penting e-Faktur yang merupakan faktur pajak yang dibuat
melalui aplikasi atau website yang disediakan oleh Derektorat jendral pajak (DJP)
sebagai bukti pungutan PPN secara elektronik. Aplikasi e-Faktur ini mempunyai
tingkat keamanan yang lebih baik dari e-SPT PPN 1111 menggunakan sistem
sertifikat digital, passphrase, pasword enofa, kode aktivasi, kode aktivasi e-faktur
dekstop, user name dan pasword login, nomor seri (serial number) dan variasi
captha yang berubsh ubah”. E-Faktur memiliki tujuan utama yaitu agar pungutan
PPN dan transaksi mudah untuk di cek silang dan sekaligus proteksi bagi PKP
dari pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan. Cetakan e-faktur
dilengkai dengan kode QR sebagai pengaman. Kade QR tersebut akan
menampilkan informasi berupa transaksi penyerahan, nilai DPP, PPN dan lainnya.
Dalam aplikasi e-faktur pemberian nomer seri e-faktur harus melewati tahapan

validasi PKP yang ketat, baik dari registrasi ulang, pemberian kode aktivasi via

"2 Lastri,Vince Rahmawati, Novita Indrawati, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan
Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Tampan Pekanbaru), Pekbis
Jurnal, Vol.10,No.3,November 2018. HIm.215.
https://www.online-pajak.com/aplikasi-e-faktur-pajak-go-id-onlinepajak.
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pos dan pasword khusus. Namun, aplikasi ini hanya bisa digunakan perusahaan
bersetatus sebagai PKP. Diharapkan dengan adanya e-faktur pajak dapat
mengurangi penyalahgunaan faktur pajak yang banyak beredar, sehingga dapat
memaksimalkan penerimaan pajak pertambahan nilai’®.

Adapun dalam perlindungan hukum preventif dan represif dalam perlindungan

hukum pajak e-commerce ini ialah:

a. Perlindungan hukum preventif dalam hal ini dapat menggunakan UU No. 8
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. adapun UU lain yang dapat
membantu untuk melindungi konsumen yaitu menggunakan UU No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
perlindungan kepada konsumen atau pengguna media online. UU ini dapat
membantu karena adakalanya konsumen berada di posisi yang lemah.
Dalam UU ITE tersebut meskipun tidak mengatur mengenai e-commerce
secara spesifik, setidaknya terdapat aturan yang mengatur mengenai
transaksi elektronik. Meskipun UU tersebut hanya mengatur mengenai
perlindungan konsumen dalam arti luas setidaknya UU tersebut dapat
membantu dalam menyelesaikan masalah dalam hal transaksi elektonik
terkait dengan pajak e-commerce.

b. Perlindungan hukum repersif dalam hal ini ialahsanksi yang diterapkan
dalam suatu pelanggaran yang mungkin terjadi dalam transaksi jual beli
melalui sistem atau metode elektronik ini biasa di jatuhi hukuman berupa
sanksi pidana dan sanksi berupa denda yang harus dibayarkan.

™ Allolayuk, Theo, “Pengaruh Penerapan Aplikasi E-faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena
Pajak” Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Vol. 13, Nomor 1, Mei 2018. Him. 149
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1.

Dalam rumusan masalah yang pertama syarat utama dari pajak e-
commerce antara lain Memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) dan
jika penghasilan pelaku usaha atau penyedia Platform Maketplace sudah
mencapai omset wajib melakukan pengukuhan (PKP).Apabila penyedia
jasa atau pedagang adalah PKP maka wajib memungut, menyetor dan
melaprkan PPN yang terutang dan/atau PPnBM. Platform marketplace
juga harus melaksanakan kewajiban pajak penghasilan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan PPh. Akan diberlakukan juga PPN
terhadap Platform Marketplace pengusaha kecil yang telah memenuhi
aturan yang diatur dalm Peraturan Menteri Keuangan tentang batasan
pengusaha kecil Pajak Perertambahan Nilai. Sedangakan bagi pedagang
yang belum atau tidak meiliki NPWP wajib melakukan pendaftaran
kepada Platfrom Marketplace dan menunjukkan Nomor Induk
Kependudukan (NIK). Dan tentunya harus memiliki nomor seri e-faktur
dan menggunakan aplikasi e-faktur. Serta dalam mekanisme dan
pengelolaannya pajak e-commerce yang memiliki empat model bisnis e-
commerce yang masing masing memiliki aspek perpajakan yaitu
diantaranya Online marketplace, classified ads, dealy deals dan online
retail. Dalam online marketplace dan juga online retail aspek
perpajakannya di bagi menjadi tiga bagian yaitu; jasa penyedia waktu
dan/atau tempat, penjualan barang dan/atau jasa, penyetoran hasil
penjualan kepada daily deals merchant oleh penyelenggara daily deals.
Yang mana dialam keempat model bisnis e-commerce tersebut
pengenaannya meliputi PPh dan PPN.

Dan kesimpulan dari rumusan malasah yang kedua ialaha adanya
perlindungan hukum yang diperlukan dalam memenuhi hak-hak konsumen

dalam hal wajib pajak e-commerce. Yaitu suatu perlindungan hukum
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Saran
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tentang kepastian hukum berupa keamanan dan kerahasiaan dalam
melakukan transaksi melalui media elektronik, karena penggunaannya
yang menggunakan media internet yang bebas, cangkupan yang luas dan

resiko yang sangat tinggi.

Mengenai permasalahan yang telah di jawab dalam pembahasan skripsi ini,

penulis memberikan saran yakni :

1. Mengenai persyaratan dan mekanisme pengelolaan dalam pajak e-

commerce sendiri jarang sekali orang awam mengetahi dn
memahinya. Oleh karenanya agar masyarakat lebih mengenal
menegrti dan memahami terkait dengan pajak e-commerce maka,
pemerintah dapat embantu masarakat dengan melakukan kegiatan
edukasi tentang pajak e-commerce. Agar masyarakat dapat lebih

mengel tentang pajak e-commerce.

. Terkait dengan perlindungan pajak e-commerce dalam memenuhi

hak-hak konsumen dalam hal wajib pajak e-commerce yaitu
pelindungan dalam hal keamanan dan kerahasiaan dalam bertransaksi
yang perlu ditingkatkan. Dan perlu adanya aturan hukum berbentuk
undang-undang yang dibuta secara khusus agar memudahkan dalam

kegiatan e-commerce apabila terjadi sebuah pelanggaran.
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